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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

BPKB ialah pihak pengawas internal pemerintah pusat yang memiliki 

tanggungjawab secara langsung kepada pihak Presiden yang melaksanakan 

pengawasan internal berkenaan dengan akuntabilitas keuangan Negara yang 

mencangkup aktivitas kebendaharaan umum Negara dan juga lintas sektoral (BPKP, 

2019). Berdasarkan dengan Pasal 59 berkenaan dengan keputusan Presiden Nomor 103 

tahun 2001 menjelaskan bahwa definisi BPKP ialah instansi Pembina Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jabatan fungsional dari auditor yang 

mencangkup; peningkatan kompetensi auditor, pembimbingan dan konsultasi, 

sosialisasi, dan penyusunan pedoman teknis (KEPPRES, 2001: 103) dengan demikian 

usaha untuk menaikkan kinerja terhadap beberapa profesi menjadi pembahasan 

terhadap organisasi profesi dalam menjamin kepercayaan dan keberadaan masyarakat 

(Prabhawa, 2014). Maraknya kasus penyimpangan dan ketidak transparanan 

keuanganNyang terjadi diNBali mengakibatkan peranNdari BPKPNini menjadi sangat 

diragukan mengapanlembaganpengawasan semacam ini masih belumnndapat 

menjalankan fungsi-fungsinya secara baiknnsehingga penyimpangan-penyimpangan 

semacam itu masihnnbisa terjadi meskipun pemeriksaan, pengawasannpembinaan 
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dannnpengelolaannnnkeuangannndaerah merupakan tugas utama darinBPKP 

(Prabhawa, 2014). 

Sebagai contohnnkasus penyimpangan-penyimpangan yangnnterjadinpada 

PerwakilannnBPKPnProvinsinBali ialah berkenaan dengannhasil dari pengauditan 

yang masihnndipertanyakan dan diragukan hasilnyanoleh para pemegang saham 

(stakeholders) (Murtapa & Budiartha, 2017).Hasilndari pengauditan perhitungan 

kerugiannkeuangannNegara terhadap kasusntindak pidanankorupsi yang terjadi di 

InstitutnHindu DarmanNegeri (IHDN) Denpasar pada tahunn2012 ini dipersoalkan 

oleh pihak tersangka dan PenasehatnHukum pada saat terjadinyanpersidangan, hal ini 

disebabkan karena hasil dari pengauditan yang dilaksanakan oleh BPKP memiliki hasil 

yang berbedandengannhasilnpengauditan yang dilaksanakan oleh 

BadannPemeriksanKeuangan, terlebih dari pihak BPKPnyang dihadirkanndi dalam 

persidangannoleh JaksanPenuntutnUmum (JPU) dianggap masih bersifat memihak di 

dalam menyampaikannnketerangan, dengan demikian kualitas dari hasil pengauditan 

dan kompetensindari auditor tersebut kualitasnya masih diragukan (Murtapa & 

Budiartha, 2017).Pada tahun 2018, Gubernur Provinsi Bali yaitu Made Mangku Pastika 

meminta BPKP untuk memastikan fungsi dari pengawasan yang dilaksanakan, dengan 

demikian bisa menaikkan keefektivitasan dari pelaksanaan pembangunan, sementara 

itu fungsi pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam mengupayakan 

terwujudnya goodfgovernance. Menurut pendapat dari Mangku Pastika, sebagai salah 

satu dari beberapa upaya untuk memastikan pengawasan ialah dengan cara 

meningkatkan sinergi dengan pihak aparat pengawasan internal pemerintah lainnya 
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secara optimal, dan juga sebagai dukungan terhadap proses pengambilan kebijakan 

(Rhismawati, 2017). 

Auditor internal pemerintah sebagai auditor dari BPK memiliki peran harus 

mampu menaikkan kinerja dari auditor internal pemerintah dengan baik demi kebaikan 

saat ini ataupun kebaikan di masa mendatang (Prabhawa, 2014). Kinerja dari auditor 

tersebut sebagai indikator terhadap tingkat dari auditor dalam meraih hasil, khususnya 

ditinjau dari segi kuantitas dan juga kualitas. Tingkat kapasitas yang baik dari auditor 

ini memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja dari audit yang menunjukkan 

bahwa auditor yang mempunyai kapasitas yang baik akan menghasilkan output yang 

efektif dan juga sebagai refleksi dari kinerja dari auditor dan demikian juga sebaliknya 

(Nugraha &Ramantha, 2015).  

Sifat independensi ialah suatu sikap yang tidak memihak dan jugadapat 

terpengaruh terhadap kepentingan dari pihak manapun dalam melaksanakan 

pengauditan, dengan demikian auditor tidak diperbolehkan untuk memihak dan juga 

terpengaruh terhadap kepentingan yang berasal dari pihak tertentu. Dalam menjalankan 

pemeriksaan, auditornmemperoleh kepercayaanndari pihak pengguna 

laporannkeuangan dan juga klien dalam menunjukkan kelayakan dari laporan 

keuangan yang dirancang dan disajikan oleh pihak pengguna laporan keuangan dan 

juga klien(Jesika, Simjnutak & Sihombing, 2015).Auditor harus memiliki 

sifatindependen dalam memberikan pendapatkeuangan yang diperiksa, baik itu oleh 

pihak pengguna audit atau klien dan juga pihak auditor itu sendiri.  Independensi dari 

pihak auditor bisa saja terpengaruh apabila pihak auditor tersebut memiliki suatu 

kepentingan keuangan atau memiliki keterkaitan usaha dengan pihak pengguna audit 
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atau klien yang dilakukan pengauditan tersebut (Rapina, Saragi & Carolina, 2010). 

Asistensi dari pengimplementasian dari goodfgovernance tercantum di dalam daftar 

dari salah satu aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak BPKP (BPKP, 2019). 

Tatankelola pemerintahannyang baik (goodngovernance) juga memberikan 

sumbangan pengaruh terhadap kinerja dari auditor. Denganntata kelolanyang baik, 

maka seorangnpemimpin memiliki kapasitas yang baik dalam mempengaruhi bawahan 

atau orang lain, dengan demikian bawahan atau orang lain tersebut bersedia 

melaksanakan kemauan dari seorang pemimpin dalam usahanya untuk meraih tujuan 

dari seorang pemimpin tersebut, meskipun hal tersebut secara pribadi tidak disenangi 

oleh bawahan atau orang lain tersebut (Hanna &Firnanti, 2013). Goodfgovernance 

ialah suatu keadaan tatankelola yangnbaik terhadap suatu upaya dan usahanyang 

didasarkan terhadap etika profesionalisme dalamnberkarya (Azlina & Amelia, 2014). 

Menurut penjelasan dari Widyananda (2008) menjelaskan bahwa terminologi dari good 

governancemerupakan sebuah keterampilan atau kapasitas manajemen dalam 

mengelolansumberndaya dan juga urusan dari sebuah Negaranndengannncara yang 

responsif, kewajaran, dapat dipertanggungjawabkan, transparansi dan terbuka terhadap 

keperluan dan kepentingan masyarakat dari Negara tersebut. Berdasarkan pada definisi 

yangntelahndiuraikanntersebut dinatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep 

dari definisi goodfgovernance, di dalamnyya terdapat unsure kemitraan, partisipatif, 

transparansi, adil dan juga demokratis. 

Salahnsatu darinbeberapa persyaratan yangnharus dimilikinoleh seorang 

auditor dalam melaksanakan tugas pengauditan ialah kemampuan untuk 

mempertahankan sikap profesionalisme. Profesionalisme ini merujuk pada perilaku, 
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kualitas dan tujuan yang memberikan ciri khas yang terdapat pada suatu profesi tertentu 

atau orang yang terlibat dalam profesionalisme tersebut (Nugraha &Ramantha, 2015). 

Adapun kajian empirik yang mendukung penelitiannini ialah hasil dari 

penelitiannnyang dilaksanakan oleh Kirana dan Suprasto (2019) dengan hasilpenelitian 

yang memperlihatkan bahwa independensi dari auditor dan pemahaman berkenaan 

dengangood governancememiliki sumbangan pengaruhnyangnpositif 

terhadapnnkinerjannauditor, dan juga hasil penelitiannnyang dilaksanakan oleh 

Prabayanthi dan Widhiyani (2018) dengan hasil yangnnmenunjukkan variabel 

profesionalisme, berpengaruhnnpositif terhadapnkinerja darinauditor.Berdasarkan 

dengan hasil darinuraian latarnbelakangnyang sudah dipaparkan tersebut dinatas,maka 

peneliti mengajukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

PemahamannGoodnGovernance, Profesionalisme, dan IndenpendensinPada 

KinerjanAuditornPerwakilannBPKPnProvinsinBali” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkannpada hasilnuraian latar belakang penelitian tersebutndi atas maka 

identifikasinmasalah yang diuraikan dalamnpenelitiannini adalahnsebagai mana 

berikutnini. 

1. Made Mangku Pastika meminta BPKP untuk memastikan fungsi dari pengawasan 

yang dilaksanakan, dengan demikian bisa menaikkan keefektivitasan dari 

pelaksanaan pembangunan, sementara itu fungsi pengawasan mempunyai peranan 

yang pentingdalam mengupayakan terwujudnya good governance. Menurut 

pendapat Mangku Pastika dalam sambutan 
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pelantikannKepalanPerwakilannBPKPnProvinsinBalinArinDwikora 

Tonon(Rhismawati, 2017) menjelaskan bahwa perencaan yang baik musti diikuti 

oleh system pengawasan yang baik juga. 

2. Hasil dari pengauditan perhitungan kerugiannkeuangannNegara terhadap 

kasusKtindak pidanaKkorupsi yang terjadi di InstitutKHindu DarmaKNegeri 

(IHDN)KDenpasar pada tahunn2012 ini dipersoalkan oleh pihak tersangka dan 

PenasehatnHukum pada saat terjadinyanpersidangan, hal ini disebabkan karena 

hasilnndari pengauditan yang dilaksanakan oleh BPKP memiliki hasil yang 

berbedandengannhasil pengauditan yangndilaksanakan olehnBadannPemeriksa 

Keuangan, terlebih dari pihak BPKPnyangndihadirkanndi dalamnpersidangan 

olehnJaksanPenuntutnUmum (JPU) dianggap masihKbersifat memihak di 

dalamnnmenyampaikan keterangan, dengan demikiannkualitas darinnhasil 

pengauditan dannkompetensi dari auditorntersebut kualitasnya masih 

diragukan(Murtapa& Budiartha, 2017). 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dengan uraian latarKbelakang masalah dan juga identifikasi 

masalah tersebut diKatas, maka di dalamnpenelitian yang akan dilaksanakan ini lebih 

memfokuskan terhadap BadanMPengawasanMKeuangan danMPembangunan (BPKP) 

MProvinsi Bali. Halnini disebabkannolehnadanyanbeberapanfaktornyang 

mempengaruhinkinerja auditor maka peneliti hanya meneliti tiga faktor yang diduga 

memberikan sumangan pengaruh terhadapnkinerja auditornpada BPKP ProvinsinBali 

yaitu, Good Governance, Profesionalisme, dan Indenpendensi. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan uraiannlatar belakangnmasalahntersebut dinatas, maka 

dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dianalis ialah sebagaimana berikut 

ini: 

1. Apakah Pemahaman GoodNGovernancememberikannsumbangannpengaruh 

yangnpositifndan jugannsignifikan terhadapnnkinerjannauditor dinPerwakilan 

BPKP Provinsi Bali?  

2. Apakah Profesionalisme memberikan sumbangan pengaruh yang positifndan 

juga signifikannterhadap kinerjanauditor di PerwakilannBPKP ProvinsinBali?  

3. Apakah Independesi memberikan sumbangan pengaruh yang positifndan juga 

signifikannterhadap kinerjanauditor di PerwakilannBPKP ProvinsinBali?  

4. Apakah Pemahaman Good Governance, Profesionalisme, dan Independesisecara 

simultanmemberikan sumbangan pengaruh yang positifndan juga 

signifikannterhadap kinerjanauditor di PerwakilannBPKP ProvinsinBali?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagaimana berikut ini:  

1. Untuknmengetahui besarannpengaruh dari variabelnindependennPemahaman 

GoodnGovernanceterhadapnkinerja auditornPerwakilannBPKPnnProvinsi Bali. 

2. Untuknnmengetahui besaran pengaruh dari variabelnnindependen 

Profesionalismenpada kinerjanauditor PerwakilannBPKPnProvinsinBali. 

3. Untuknnmengetahui besaran pengaruhnndari variabel bebas Indenpendesi 

terhadap kinerjanauditornPerwakilannBPKPnProvinsinBali. 
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4. Untuknmengetahui besaran pengaruhndari variabelindependennPemahaman 

GoodnGovernance Profesionalisme, dan Independesi terhadapnkinerja 

auditorndi Perwakilan BPKPnProvinsi Balisecara simultan. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

 

Berikut ini ialah manfaat dari penelitian ini,sebagaimana berikut ini 

1. ManfaatoTeoritis 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat 

menyediakan pengetahuan dan juga gambaran tambahan berkenaan dengan faktor-

faktornyang dapatnmemberikan sumbangan pengaruhnterhadapnkinerja dari 

auditor dan juga bisa memberikan pengetahuan berkenaan dengan teori 

pengauditan yang didapatkan selama belajar di universitas dengan kondisi 

kenyataan yang terjadi di lapangan. 

2. ManfaatoPraktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk bisa dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan, gambaran umum dan juga melibatkannya di dalam melakukan 

analisa untuk dapat memperbaiki kinerja dari auditor. Tidak hanya itu, hasil dari 

penelitian ini diharapkan bisa menyediakan wawasan tambahan dan juga referensi 

berkenaan dengan hasil dari penelitian yang memiliki keterkaitan dengan faktor-

faktornyang dapatnnmempengaruhinnkinerja dari auditor 

 


